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Malaysia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak pada
kebijakan lockdown terhadap masyarakat di kawasan perbatasan. Penelitian
ini dilaksanakan menggunakan jenis peelitian kualitatif dengan desain studi
kasus. Subjek penelitian ini yaitu masyarakat pada kawasan perbatasan di
dusun Gun Tembawang desa Suruh Tembawang. Analisis data penelitian ini
menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menemukan dampak
negatif yang dirasakan langsung oleh masyarakat akibat wabah virus covid-19
ini adalah merosotnya pertumbuhan ekonomi. Kegiatan lockdown dari Negara
Malaysia yang terdampak wabah virus corona dilakukan sebagai upaya

meminimalisir penyebaran wabah virus tersebut. Dalam pelaksanaan
lockdown ini perlu adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat serta
perjanjian dengan Negara tetangga dalam hal mobilitas warga terdekat dengan
wilayah satu sama lainnya, guna mewujudkan kesejahteraan sosial dan
kesehatan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa
kebijakan lockdown oleh pemerintah Malaysia memiliki dampak terhadap
mobilitas dan dan ikatan kekerabatan pada masyarakat di kawasan tersebut.
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Pendahuluan

Perbatasan Indonesia di wilayah Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat sudah
lama bertransaksi menggunakan mata uang Ringgit Negara Malaysia (Johannes, 2019; Syahrial &
Susiatiningsih, 2018; Wismayanti, 2012). Dalam kasus di wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia, mata
uang ringgit dianggap lebih efisien dibandingkan dengan rupiah (Wiranda, Afifuddin, & Widodo, 2019). Nilai
efisiensi terlihat dari nominal rupiah yang lebih besar dibandingkan ringgit (Haryaningsih & Patriani, 2021).
Dusun Gun Tembawang, Desa Suruh Tembawang, Kecamatan Entikong adalah salah satu desa terpencil dan
terisolir yang letaknya tepat di perbatasan Indonesia-Malaysia (Slow & Rahmawati, 2019). Wilayah yang
terletak di Kalimantan Barat-Sarawak ini, masih merupakan wilayah Indonesia yang area waktunya termasuk
dalam Waktu Indonesia bagian Barat (WIB), namun umumnya masyarakat di perbatasan mengacu pada
waktu Malaysia, satu jam lebih cepat dari pada WIB.

Hal tersebut dilakukan demi menyesuaikan dengan waktu Negara Malaysia untuk berdagang di Gun Sapit,
sebuah dusun yang termasuk di wilayah Malaysia Timur (Slow & Rahmawati, 2019). Desa ini terdiri dari
delapan dusun, dengan jumlah penduduk 2.767 jiwa. Menuju Desa Suruh Tembawang bukan perkara yang
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mudah dan murah. Tetapi satu-satunya jalur adalah menyusuri sungai Sekayam menuju bagian hulu dari
Entikong. Biaya satu kali keberangkatan berkisar antara Rp 800.000,00 s.d. Rp 1.500.000,00 menggunakan
perahu motor (Long Boat). Jaraknya yang bahkan 64 km dari Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB)
Entikong, tidak menjadi pilihan mereka. Koordinat yang sejauh itu dari letak pusat pemerintahan negaranya
Indonesia, seakan melemparnya jauh dari hingar bingar ibu kota. Sangat nyata dari segi infrastruktur, maupun
informasi yang diperoleh warganya, bahwa Dusun Gun Temawang nyaris dilupakan Indonesia. Saat ini
wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Dusun Gun Tembawang, Desa Suruh Tembawang, Kecamatan
Entikong, Kabupaten Sanggau mata uang yang digunakan untuk bertransaksi masih menggunakan mata uang
ringgit Malaysia. Serta informasi yang diterima oleh masyarakat Dusun Gun Tembawang lebih banyak dari
Negara tetangga dari pada informasi dari Negara sendiri.

Mata uang Ringgit Malaysia menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat Dusun Gun Tembawang
(Rosandi & Adi, 2018). Ringgit bukanlah mata uang asing di wilayah Indonesia. Justru dapat dikatakan
bahwa secara langsung Malaysia telah menghadirkan sebuah geliat ekonomi di Dusun Gun Tembawang.
Penggunaan mata uang ringgit Negara Malaysia di Dusun Gun Tembawang, Desa Suruh Tembawang,
Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat sudah sejak dulu dan hingga saat ini
masyarakat Dusun Gun Tembawang bertransksi menggunakan mata uang ringgit Malaysia, karena secara
geografis Dusun Gun Tembawang merupakan dusun yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia,
semua kebutuhan masyarakat di dapat dari Negara Malaysia dan hampir jarang sekali di dapat dari Negara
nya sendiri (Negara Indonesia).

Di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Khusunya di Dusun Gun Tembawang dan Gun Jemak,
Desa Suruh Tembawang, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau dalam transaksinya penggunaan mata
uang menggunakan mata uang ringgit dalam keseharian jual beli di wilayah Indonesia. Karena faktor jarak
tempuh dan perekonomian 2 (dua) wilayah tersebut lebih dekat dengan Negara tetangga yaitu Malaysia Timur
dibandingkan jarak tempuh ke kota Kecamatan yang memakan waktu + 10 jam menggunakan jalur darat.
Pertumbuhan ekonomi Dusun Gun Tembawang tidak dapat disangkal jika sangat dipengaruhi oleh peredaran
ringgit, bukan rupiah. Ringgit membuat segala aktivitas masyarakat menjadi lancar dan berjalan seiring
dengan terpenuhinya segala yang mereka butuhkan (Saleh, 2015).

Ringgit telah memegang peran yang sangat menentukan bagi masyarakat Dusun Gun Tembawang, bahkan
keberadaanya sangat mendominasi kehidupan masyarakat. Ringgit pada akhirnya menjadi “penguasa” di
Indonesia, dan masyarakat Dusun Gun Tembawang sepertinya sudah terbiasa dengan sistem ini, bahkan
justru menjadi bagian dari langgengnya penguasaan itu. Monopoli ringgit terhadap rupiah mengindikasikan
sebuah penguasaan berkesinambungan terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat yang selama ini terjadi
di perbatasan. Dominannya penggunaan ringgit oleh masyarakat Dusun Gun Tembawang mengakibatkan
rupiah menjadi terpinggirkan di negara sendiri dikarenakan semua bahan makanan dan perlengkapan
kehidupan mereka di beli melalui Negara Malaysia.Dalam kondisi saat ini, merebaknya wabah virus covid-19
yang merupakan wabah yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Jika dilihat dari gejalanya, orang awam akan
mengiranya hanya sebatas influenza biasa, tetapi bagi analisis kedokteran virus ini cukup berbahaya dan
mematikan. Saat ini di tahun 2020, perkembangan penularan virus ini cukup signifikan karena penyebarannya
sudah mendunia dan seluruh negara merasakan dampaknya termasuk Indonesia.

Banyak Negara melakukan kebijakan lockdown terkaita pandemic wabah covid_19 ini termasuk Negara
Malaysia. Hal ini tentu saja membuat kawasan perbatasan khususnya dusun Gun Tembawang yang
merupakan dusun terpencil Indonesia di Kabupaten Sanggau sangat merasakan kebijakan ini, karena semua
bahan makanan dan perlengkapan hidup bergantung di Malaysia. Kebijakan yang muncul akibat wabah virus
corona terlihat dengan adanya penutupan beberapa akses jalan dalam waktu tertentu, pembatasan jumlah
transportasi, pembatasan jam operasional transportasi, yang tentunya kebijakan itu dimaksudkan untuk dapat
menahan laju aktifitas masyarakat keluar rumah transportasi, pembatasan jam operasional transportasi, yang
tentunya kebijakan itu dimaksudkan untuk dapat menahan laju aktifitas masyarakat keluar rumah. Malaysia
masih melakukan lockdown atau yang disebut Perintah Kawalan Pergerakan akibat penyebaran Virus Corona
(COVID-19). Kebijakan ini diambil Perdana Menteri Muhyiddin Yassin mulai akhir pekan lalu. Jutaan rakyat
Malaysia, serta 3,5 juta WNI, kini tidak leluasa keluar rumah. Mereka hanya boleh melakukan kegiatan
seperlunya., terutama dalam hal makanan Dengan fenomena ini, penulis tergerak untuk melakukan penelitian
tentang dampak dari kebijakan ini.

Pada dasarnya dampak dari suatu kebijakan publik mempunyai beberapa dimensi, dan kesemuanya harus
diperhitungkan dalam membicarakan evaluasi (Winarno, 2007). Terdapat lima dimensi dari suatu dampak
kebijakan, yaitu: dampak kebijakan pada masalah-masalah publik dan dampak kebijakan pada orang-orang
yang terlibat. Dengan demikian, sasaran dalam kebijakan publik yang diharapkan untuk dipengaruhi oleh
kebijakan harus dibatasi, serta dampak yang diharapkan dari kebijakan harus ditentukan dari awal pembuatan
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kebijakan publik. Kebijakan mungkin mempunyai dampak terhadap keadaan-keadaan atau kelompok-
kelompok di luar sasaran atau tujuan kebijakan dari yang telah diperkirakan sebelumnya oleh aktor perumus
kebijakan.Kebijakan mungkin akan mempunyai dampak pada keadaan-keadaan sekarang dan keadaan di
masa yang akan datang yang akan berpengaruh pada kelompok sasaran maupun di luar sasaran. Evaluasi juga
menyangkut unsur yang lain, yakni biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program-program
kebijakan publik sehingga kebijakan tersebut dapat terlaksana sedemikian rupa.Menyangkut biaya tidak
langsung yang ditanggung oleh masyarakat maupun beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan
publik.

Lockdown adalah suatu protokol darurat untuk mencegah orang, sekelompok orang, atau masyarakat luas,
meninggalkan atau masuk dari atau ke suatu area (Murah & Yualeni, 2020). Protokol lockdown hanya dapat
ditetapkan oleh pihak yang memiliki otoritas. Dalam konteks keamanan, lockdown dapat bermakna
mengisolasi suatu kawasan. Protokol ini di luar negeri, sering diterapkan di sekolah atau di fasilitas umum
seperti rumah sakit pada saat terjadi hal-hal yang bersifat force majeure. Misalnya, sekolah atau kampus di
Stanford umumnya memiliki protocol Lockdown dengan berbagai tingkatan, dari mulai Controlled Lockdown
(Exit Only), Controlled Lockdown (Entry Only), Partial Lockdown, Department Lockdown, dan Total
Lockdown. Lockdown juga dilakukan dengan larangan mengadakan pertemuan yang melibatkan banyak
orang, penutupan sekolah, hingga tempat-tempat umum. Dengan begitu, risiko penularan virus corona pada
masyarakat di luar wilayah lockdown bisa berkurang.

Dalam kasus Corona, Lockdown memiliki kesamaan makna dengan istilah Karantina Wilayah,
sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Dalam
Undang-undang tersebut disebutkan bahwa: “Karantina Wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu
wilayah termasuk wilayah Pintu Masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau
terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi”.
Dalam Pasal 49 Undang-undang tersebut juga disebutkan jenis-jenis karantina, yaitu: Karantina Rumah,
Karantina Rumah Sakit, Karantina Wilayah dan Pembatasan Sosial dalam Skala Besar.Adapun Isolasi
adalah:“Pemisahan orang sakit dari orang sehat yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk
mendapatkan pengobatan dan perawatan.”Siapa yang berwenang menetapan Karantina Wilayah? Disebutkan
bahwa Pembatasan Karantina Wilayah dan Pembatasan Sosial dalam Skala Besar ditetapkan oleh Menteri.
Pemerintah telah membentuk Gugus Tugas dalam penanganan Virus Corona yang dikomandoi oleh Kepala
BNPB.

Undang-undang telah mengamanatkan hal yang sangat strategis dalam situasi tertentu, satu tingkat di
bawah darurat perang kepada BNPB dan BPBD, yaitu apa yang disebut dengan “Kemudahan Akses”. Dalam
Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana disebutkan
bahwa:“Dalam hal status keadaan darurat bencana ditetapkan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan
badan penanggulangan bencana daerah mempunyai kemudahan akses yang meliputi: pengerahan sumber
daya manusia, pengerahan peralatan, pengerahan logistik, imigrasi, cukai, dan karantina, perizinan,
pengadaan barang/jasa, pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang, penyelamatan, dan
komando untuk memerintahkan sektor/lembaga.”

Dengan demikian, sesungguhnya dari segi peraturan, semua hal yang dibutuhkan untuk membuat suatu
kebijakan sudah tersedia. Namun, kenapa Pemerintah belum menempuh itu? Ada faktor berat, yang mungkin
saja menjadi beban, hingga saat ini belum juga ditempuh kebijakan karantina wilayah. Apa itu? Yaitu adanya
amanat dalam Pasal 55 undang-undang itu bahwa selama dalam Karantina Wilayah, kebutuhan hidup dasar
orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah
Pusat.

Metode

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah kualitatif dalam bentuk deskriptif. Adapun metode analisis data
yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode analisis data secara kualitatif. Data yang sudah dianalisis
ini selanjutnya akan disajikan dalam sebuah penulisan yang sistematis. Metode penelitian merupakan suatu
cara ataupun teknik yang dipergunakan sebagai alat bantu untuk mengumpulkan data serta menganalisisnya
agar diperoleh suatu kesimpulan guna mencapai tujuan penelitian (Jayanthi, 2014). Subjek penelitian ini
merupakan masyarakat Gun Tembawang desa Suruh Tembawang. Sumber data atau informan penelitian,
pemikirannya relevan dan mengetahui tujuan penelitian yang ingin dicapai.

Analisis ini didahului dengan tinjauan dari beberapa pemangku kepentingan sambil mengumpulkan data
tentang tindakan mereka, minat mereka, persepsi, perilaku pengalaman, pemikiran dalam kaitannya dengan
fenomena tertentu. Analisis dilakukan terkait dengan pengumpulan tulisan dan teks atau pengamatan
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langsung dari perilaku atau peristiwa yang terjadi, atau melalui wawancara mendalam dari para pemangku
kepentingan ini. Sumber data dari wawancara mendalam. untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan
dalam pemecahan rumusan masalah dan mendapatkan solusi yang tepat dengan menggunakan teori yang
sudah ditentukan oleh peneliti Selain itu, data juga dengan pengamatan langsung terhadap situasi dan kondisi
sektor ini melalui media seperti seminar, dialog antar lembaga dan sebagainya. Data lain juga dapat diperoleh
dari makalah, seminar, laporan penelitian, buku, dokumen dan lainnya yang terkait dengan tujuan penelitian
ini, dimana peneliti langsung menuju ke lapangan.

Hasil dan Pembahasan

Dampak Kebijakan Lockdown Malaysia

Adanya pandemi Covid-19 dengan data Indonesia seperti diatas membuat Negara Malaysia di perbatasan
langsung dengan Negara kita melakukan lockdown wilayahnya (Arianto & Sutrisno, 2020; Widyaningrum,
2021; Yunus & Rezki, 2020) dan hal ini juga otomatis membuat mobilitas manusia di kawasan Asia Tenggara
menjadi sangat terbatas. Terlebih, dengan jumlah penderita Covid-19 yang semakin meningkat di kawasan
tersebut, diprediksi bahwa kawasan Asia Tenggara dapat menjadi hotspot Covid-19 (Setiawan & Amin, 2021).
Sebagai langkah antisipasi, berbagai kebijakan telah diterapkan, termasuk kebijakan pembatasan interaksi,
pembatasan gerak, dan penghentian operasional moda transportasi darat, laut, dan udara (Hidayat, 2021;
Mawar, Andriyani, Gultom, & Ketiara, 2021; Yazid & Lie, 2020). Berikut ini adalah penjelasan lebih lanjut
mengenai upaya penanganan Covid-19 di Asia Tenggara, dengan mengambil contoh dari empat negara
ASEAN dengan kasus Covid-19 terbanyak saat ini. Malaysia tidak jauh berbeda dengan Indonesia,
Pemerintah Malaysia juga menerapkan kontrol perbatasan, serta kebijakan pembatasan sosial yang disebut
movement control order (MCO) (Kamilah & Rahmawati, 2020; Yazid & Lie, 2020). Penerapan kebijakan di
Malaysia dapat dikatakan lebih efektif dibandingkan dengan Indonesia dikarenakan adanya sanksi berupa
denda bagi mereka yang melanggar.

Penerapan kebijakan MCO membuat pekerja migran di Malaysia menjadi terancam, baik oleh ancaman
ekonomi akibat pemutusan hubungan kerja (terutama bagi pekerja harian yang tidak dapat bekerja karena
MCO) (Aswindo, Hanita, & Simon, 2021; Helmi, 2013; Yazid & Lie, 2020), maupun ancaman kesehatan
karena akses yang terbatas terhadap tes dan fasilitas kesehatan untuk memasuki perairan Malaysia. Keputusan
pemerintah Malaysia tersebut mendapat kritikan dari Human Rights International dan Amnesty International
(Helmi, 2013; Yazid & Lie, 2020). Fenomena dengan wilayah perbatasan dapat dikatakan mengalami hal
sebagai berikut seperti yang dikatakan Camat Entikong dibawah ini :

“Sulit tentunya menerapkan kebijakan lockdown bagi suatu komunitas sosial dunia saat ini. Karena
manusia tak pernah berhenti melakukan mobilitas dan kegiatan bergeraknya dari satu tempat ke tempat yang
lain, apalagi Malaysia adalah rumah kedua bagi kami di wilayah perbatasan ini, banyak dampaknya.
Berbicara mengenai kebijakan, tentu saja akan ada dampak positif dan negatif yang muncul disebabkan oleh
wabah virus corona ini. Dampak positif dan negatif ini tentu saja tidak akan lepas dari aspek sosial dan
ekonomi. Dampak negatif yang pertamakali bisa langsung dirasakan akibat wabah virus corona ini adalah
merosotnya pertumbuhan ekonomi. Namun, jika tidak segera diberlakukan lockdown dengan segera, maka
virus akan terus masuk ke wilayah yang tadinya belum terjangkit dan semakin memperburuk suatu wilayah
yang sudah terjangkit. Upaya lockdown ini jika tidak ada persiapan, maka upaya lockdown juga tidak akan
bisa berjalan dengan baik”. (Key Informan, Agustus 2020).

Upaya pemerintah Malaysia dalam mengantisipasi perkembangan virus corona saat ini cukup membuat
khawatir masyarakat. Bukan hanya khawatir terjangkit virus corona saja, tetapi kebijakan yang
memberlakukan lockdown untuk negaranya karena tentunya akan menyulitkan masyarakat dalam melakukan
kegiatan dan mobilitasnya (Wiguna, Rohmah, & Putri, 2020). Hal ini walau pun beresiko besar, tetapi harus
dilakukan guna menghentikan penyebaran virus corona tersebut. Lockdown sebenarnya adalah perluasan dari
social distancing, yang mencangkup wilayah dan teritorial tertentu (Ningsih, Fadlillah, & Safitri, 2021;
Puyjiastuti, 2021; Yunus & Rezki, 2020). Bila suatu wilayah telah mengalami lockdown, maka artinya
menutup pintu masuk dan pintu keluar bagi warga masyarakat (Pujiastuti, 2021; Rusdianto, Kusuma,
Gunawan, Fauzia, & Hamdani, 2022). Tak heran bila dalam beberapa pemberitaan, kebijakan lockdown ini
menjadi bahan pertimbangan beberapa Negara (Kusumaputra & Retnowati, 2020; Pujiastuti, 2021; Yunus &
Rezki, 2020). Yang menjadi pertimbangan tersebut adalah berdasarkan kesiapan anggaran dan dampak sosial
yang timbul. Sulit tentunya menerapkan kebijakan lockdown bagi suatu komunitas sosial dunia saat ini.
Karena manusia tak pernah berhenti melakukan mobilitas dan kegiatan bergeraknya dari satu tempat ke
tempat yang lain.
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Negeri Jiran Malaysia pertama kali mengonfirmasi kasus infeksi virus corona pertama sejak 25 Januari
2020, semenjak itu kasus dan korban dari Covid-19 terus bertambah hinggi akhirnya pemerintah Malaysia
mengambil opsi lockdown di negaranya. Di Malaysia sendiri lockdown dikenal dengan istilah MCO
(Malaysia Movemonet Control). MCO 2020 atau Perintah Kendali Pergerakan Malaysia 2020 merujuk
kepada pembatasan yang diterapkan sebagai langkah pencegahan pandemi Covid-19 oleh pemerintah federal
Malaysia pada 18 Maret 2020, yang di Indonesia dikenal dengan istilah Pembatasan Sosial Berskala Besar
(PSBB).

Dampak Bidang Ekonomi

Pembatasan wilayah atau karantina telah memengaruhi kehidupan banyak orang di seluruh dunia,
khususnya berupa tekanan ekonomi yang berat (Bellina, Cahyaningrat, & thalia Putri, 2020; Rifa’i,
Irwansyah, Sholihah, & Yuliawati, 2020). Banyak bisnis tutup, kegiatan publik dibatalkan, transportasi
dihentikan, hingga penurunan konsumsi publik (Komara, Setiawan, & Kurniawan, 2020). Penutupan
perusahaan dan kegiatan bisnis menyebabkan banyak karyawan dirumahkan atau dipotong gajinya. Kondisi
ini ternyata ikut meningkatkan angka bunuh diri di sejumlah negara. Selain letaknya yang terisolasi di
perbatasan Indonesia dengan Malaysia, harga barang untuk kebutuhan hidup juga tinggi. Keadaan itu
semakin parah saat wabah virus corona merebak. Warga Suruh Tembawang dan sekitarnya yang semula
tergantung dengan barang dari Malaysia, kini kesulitan karena Negeri Jiran menerapkan kebijakan lockdown.
Semisal gula pasir yang biasanya dijual seharga Rp 13.000 per kilogram, kini dijual Rp 45.000 per kilogram.
“Demikian juga dengan kebutuhan pokok lain, rata-rata naik beberapa kali lipat,” kata kepala Desa nya,
Kustabayu, tokoh adat juga, menyebut barang yang harga paling meroket setelah Malaysia lockdown adalah
semen. Di susruh tembawang, satu sak semen dalam keadaan normal dijual seharga Rp 300.000. Kini, penjual
baru mau melepas satu sak semen jika diberi uang Rp 1,5 juta.. “Sudah macam Puncak Jaya harga material,
paku saja susah dapatnya, makanya tidak ada warga yang bangun rumah sekarang,” sebutnya.

Aspek negatif dari kebijakan lockdown ini sebagaimana diungkapkan oleh pak Kadus, Marselius Gaut,
dinyatakan bahwa dimasa covid ini apalagi dengan adanya kebijakan lockdown ini kita tidak boleh melewati
batas yang sudah di buat dari polisi malaysia sekarang membuat masyarakat disana kesusahan dalam
melakukan aktivitas seperti menjual dan membeli produk dari malaysia sepertia waktu dulu yang bebas keluar
masuk lewat Sampit/Malaysia. Dan sebagaimana juga diungkapkan pak Kadat Gun tembawang juga tidak
jauh beda dengan pak Kadus yang berkomentar soal dampak negatif dari masa lockdown tersebut, beliu
mengunggapkan susah pada saat covid sekarang. Kita tidak bisa apa-apa karena sudah dibatasi/di pagar batas
oleh polis malaysia saat ini, seperti saya ini yang anak-anak saya disana tidak bisa main-main ketempat anak-
anak sya dimalaysia karena adanya kebijakan tersebut (Key Informan, 2020). Dari masyarakat setempat
mengungkapkan sekarang ini kita mau itu mau ini tidak bisa bebas ke Malaysia karena semua sudah dibatasi
semua aktivitas seperti biasanya jadi kami disini hanya bisa mematuhi kebijakan dari pemerintah tidak boleh
melewati batas semasa covid-19 sekarang, jadi kami disni sangat terbatas melakukan aktivitas keluar masuk
kesana lagi. Untuk membeli barang-barang dari Malaysia.

Dampak Bidang Kesehatan

Kesehatan adalah merupakan faktor yang sangat perlu diperhatikan dalam upaya mewujudkan masyarakat
yang handal, dimana kesehatan bukan hanya kesehatan jasmani saja akan tetapi harus didukung pula oleh
kesehatan lingkungan. Begitu juga di Desa Suruh Tembawang, perlu diperhatikannya terhadap kesehatan baik
dari segi fisik dan non fisik, karena kesehatan dapat mempengaruhi semua dampak sosial yang ada. kondisi
pandemik mendera saat ini pelayanan kesehatan tetap dilaksanakan dan terevaluasi, sehingga pandemik
covid-19 yang terjadi tidak menghentikan layanan kesehatan yang wajib diterima masyarakat. Terutama,
Upaya Kesehatan Masyarakat. Terkait kebijakan lockdown, sebenarnya juga sudah diatur dalam Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Karantina adalah pembatasan kegiatan atau
pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular (Firdaus, Susilowati, & Markhamah, 2020;
Nurhalimah, 2020; Telaumbanua, 2020). Sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan,
meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, atau pemisahan peti
kemas, alat angkut, atau barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang atau barang yang
mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan
penyebaran ke orang atau Barang di sekitarnya.

Aspek Bidang Pendidikan Pendidikan

Sekolah dasar merupakan dasar atau permulaan dalam pendidikan indonesia. Sebab dari sini pula karakter
dan perilaku seseorang atau anak mulai dibentuk dan ditanamkan (Dalyono & Lestariningsih, 2016;
Labudasari & Rochmah, 2018), baik dari segi jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai dan norma-
norma yang terkandung dalam pancasila itu sendiri. Supaya dapat menghasilkan calon penerus bangsa yang
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berkualitas dan bertanggung jawab. Sedangkan untuk mencapai generasi-generasi yang bertanggung jawab
tersebut tidaklah mudah, diperlukan kerja keras dari kedua belah pihak yaitu pihak pemerintah dan pihak
orang tua untuk dapat mencapai tujuan yang diingankan. Kurangnya sarana prasarana serta guru yang
ditempatkan yang terpencil di perbatasan sangat jarang datang untuk mengajar, anak-anak di perbatasan
cenderung mengenyam pendidikan sekolah dasar, setelah itu mereka bekerja membantu berbagai kegiatan
orang tua walaupun tidak semuanya seperti hal ini ironis sekali jika kita bandingkan dengan Negara tetangga
Malaysia. Serta para guru juga banyak sekali yang belum memenuhi kualifikasi akademik yang ditentukan
oleh pemerintah dalam Standar Nasional Pendidikan khususnya di Sekolah Dasar Negeri No. 05 Suruh
Tembawang belum lagi guru yang mengajar tidak sesuai dengan kompetensi yang dikuasai.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat diketahui bahwa dampak negatif dari pandemi covid-19 yang
beresiko pada tatanan perekonomian negara. Dalam pelaksanaan lockdown ini perlu adanya kerjasama antara
pemerintah dan masyarakat serta perjanjian dengan Negara tetangga. Adapun dalam mobilitas warga terdekat
dengan wilayah satu sama lainnya dalam pengecualian guna mewujudkan kesejahteraan sosial dan kesehatan
masyarakat tanpa membatasi asal Negara, agama, kalangan, dan profesi. Apalagi di kawasan perbatasan yang
dari dulu mobilitas dan ikatan kekerabatan lebih erat dibanding dengan wilayah lainnya.

Hal ini tentu saja membuktikan adanya perbedaan kondisi wilayah lain dengan wilayah yang secara
faktanya sudah tidak ada sekat batas wilayah tetapi secara aturan batas wilayah yang mengharuskan ada
sekat, perlakukan lockdown tentu saja sangat berbeda. Dusun gun tembawang ini sendiri sudah tidak ada
sekat dengan dusun gun sapit yang notabene adalah wilayah Negara Malaysia, ditambah lagi banyak warga
dusun Gun tembawang mempunyai kerabat di dusun Malaysia tersebut. Hal ini juga diperkuat adanya
identitas lain yng dimiliki warga setempat dan peredaran mata uang juga yang digunakan adalah mata uang
ringgit Malaysia, sehingga kebijakan lockdown dari Negara tersebut tidak terlalu merisaukan bagi sebagian
warganya. Ditambah lagi untuk mendapatkan bahan-bahan pokok dan barang dagangan masyarakat
perbatasan menunggu personal dari wilayah perbatasan Malaysia karena daerah Gun Tembawang sangat
tergantung terhadap semua kebutuhan bahan pokok dan dagangan lainnya.

Referensi

Arianto, D., & Sutrisno, A. (2020). Kajian Antisipasi Pelayanan Kapal dan Barang di Pelabuhan Pada Masa
Pandemi Covid—19. Jurnal Penelitian Transportasi Laut, 22(2), 97-110.

Aswindo, M., Hanita, M., & Simon, A. J. (2021). Kerentanan Dan Ketahanan Pekerja Migran Indonesia Di
Malaysia Pada Masa Pandemic COVID-19. Jurnal Kajian Lemhannas RI, 9(1), 442-452.

Bellina, S., Cahyaningrat, C. T. T., & thalia Putri, A. S. (2020). Dampak Karantina Wilayah Terhadap
Perekonomian Indonesia. Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, 5(1), 18-30.

Dalyono, B., & Lestariningsih, E. D. (2016). Implementasi penguatan pendidikan karakter di sekolah. Bangun
Rekaprima: Majalah Ilmiah Pengembangan Rekayasa, Sosial Dan Humaniora, 3(2, Oktober), 33-42.

Firdaus, Z., Susilowati, T., & Markhamah, M. (2020). Nilai Aksiologis Kebijakan Covid-19. Didaktis: Jurnal
Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan, 20(3).
Haryaningsih, S., & Patriani, I. (2021). Dampak kebijakan lockdown Malaysia terhadap kawasan perbatasan:
sebuah studi kasus di Kalimantan Barat. JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia), 7(2), 306-311.
Helmi, R. F. (2013). Politik Pemerintah Malaysia dalam Membatasi Kebergantungan pada Pekerja Konstruksi
Asing Indonesia. Tingkap, 9(1), 49-66.

Hidayat, S. (2021). Ragam Perspektif Dampak Covid-19: Sumbangan llmuwan AIPI untuk Bangsa Indonesia. Jakarta:
Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Jayanthi, Y. D. (2014). Pengaruh Hasil Pelatihan Terhadap Kinerja Karyawan Di Balai Pelatihan Manajerial
Pt. Kai Bandung. Jurnal Pendidikan Luar Sekolah, 10(2).

Johannes, A. W. (2019). Penanganan masalah-masalah sosial di kecamatan kawasan perbatasan Kabupaten
Sanggau. Jurnal llmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa, 4(2), 50-61.

Kamilah, F., & Rahmawati, S. N. (2020). Sudah Jatuh Tertimpa Tangga: Malangnya Nasib Pekerja Migran
Indonesia (PMI) di Masa Pandemi. Balairung: Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Indonesia, 2(2), 238-273.

Komara, B. D., Setiawan, H. C. B., & Kurniawan, A. (2020). Jalan Terjal UMKM dan Pedagang Kecil
Bertahan di Tengah Pandemi Covid-19 dan Ancaman Krisis Ekonomi Global. Jurnal Manajemen Bisnis,
17(3), 342-359.

Kusumaputra, A., & Retnowati, E. (2020). Analisis Yuridis Dasar Pertimbangan Kebijakan Lockdown Pada
Situasi Darurat Kesehatan Di Tingkat Daerah. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, 49.

Labudasari, E., & Rochmah, E. (2018). Peran budaya sekolah dalam meningkatkan karakter siswa sekolah dasar.
Paper presented at the Prosiding Seminar Nasional PGSD.

Journal homepage: https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi



Dampak kebijakan lockdown Malaysia ... 311

Mawar, M., Andriyani, L., Gultom, A., & Ketiara, K. (2021). Dampak Sosial Ekonomi Kebijakan Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Indonesia. Paper presented at the Prosiding Seminar Nasional

Penelitian LPPM UMJ.
Murah, M., & Yualeni, Y. (2020). Pengaruh covid-19 terhadap pendapatan petani Kakao di desa Bebidas.
Universitas Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat. Retrieved from

http://repository.ugr.ac.id:1015/1177/

Ningsih, D. R., Fadlillah, R. a., & Safitri, Y. P. (2021). Layanan e-konseling di sekolah pada masa pandemi
covid 19. Al-Isyrof: Jurnal Bimbingan Konseling Islam, 3(2), 85-107.

Nurhalimah, N. (2020). Upaya Bela Negara Melalui Sosial Distancing Dan Lockdown Untuk Mengatasi Wabah
Covid-19 (Efforts to Defend the Country Through Social Distancing and Lockdown to Overcome the COVID-19
Plague). Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Insan Kamil. Bogor. Retrieved from SSRN 3576405

Pujiastuti, N. (2021). Strategi dan kebijakan pemerintah dalam penanganan covid-19 (ditinjau dari dimensi
strategis administrasi publik). Dedikasi: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya, 22(2), 1-17.

Rifa’i, I., Irwansyah, F. S., Sholihah, M. a., & Yuliawati, A. (2020). Dampak dan pencegahan wabah Covid-
19: Perspektif Sains dan Islam. Jurnal Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M).

Rosandi, A., & Adi, A. E. (2018). Penataan Kamera Film Dokumenter Batasku Di Pelupuk Mata Tentang
Nasionalisme Di Dusun Gun Tembawang. eProceedings of Art & Design, 5(3).

Rusdianto, R., Kusuma, L. A. N., Gunawan, M. S., Fauzia, A., & Hamdani, F. (2022). Diskursus hukum:
Analisis tanggung jawab negara dalam menanggulangi peningkatan kasus covid-19 melalui penerapan
karantina wilayah/lockdown. Indonesia Berdaya, 3(1), 53-60.

Saleh, M. H. (2015). Dinamika Masyarakat Perbatasan (Eksistensi Perantau Bugis di Pulau Sebatik
Kalimantan Utara: Perspektif Cultural Studies) (The Dynamics of Border Society (The Existence of
Bugis Migrants in Sebatik Island North Kalimantan: Perspective of Cultural Studies). Jurnal Borneo
Administrator, 11(1).

Setiawan, H., & Amin, C. (2021). Analisis Spatiotemporal Persebaran Hotspot Covid-19 Di Wilayah Eks Karesidenan
Surakarta Bulan Maret Sampai November Tahun 2020. S-1, Universitas Muhammadiyah Surakarta,
Surakarta.

Slow, L., & Rahmawati, P. (2019). Code mixing dalam penggunaan Bahasa Indonesia pada masyarakat
Dayak Bidayuh di Gun Tembawang (perbatasan Indonesia-Malaysia). Jurnal Pendidikan Dasar, 7(2),
124-132.

Syahrial, M., & Susiatiningsih, H. (2018). Peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Mencegah
Penyelundupan Sabu Lintas Negara di Pos Lintas Batas Negara di Kecamatan Entikong, Kabupaten
Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Journal of International Relations, 4(3), 489-498.

Telaumbanua, D. (2020). Urgensi pembentukan aturan terkait pencegahan Covid-19 di Indonesia.
QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama, 12(1), 59-70.

Widyaningrum, M. (2021). Kebijakan imigrasi Indonesia dalam menghadapi pandemi covid-19 periode tahun
2020, from repository.bakrie.ac.id

Wiguna, G. Y., Rohmah, S. S. a., & Putri, G. A. I. S. (2020). Kesejahteraan Masyarakat Perbatasan Sebagai
Tolak Ukur Efektivitas Keadilan di Indonesia. Jurnal Locus Delicti, 1(1), 30-39.

Winarno, B. (2007). Sistem politik Indonesia era reformasi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Wiranda, A., Afifuddin, A., & Widodo, R. (2019). Motivasi masyarakat perbatasan Indonesia dalam
menggunakan barang impor dari negara Malaysia (Studi Kasus Desa Badau Kecamatan Badau
Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat). Respon Publik, 13(1), 1-5.

Wismayanti, Y. F. (2012). Perlindungan Anak Berbasis Komunitas Di Wilayah Perbatasan; Penelitian Aksi di
Desa Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat. Sosio Konsepsia:
Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, 17(1), 1-17.

Yazid, S., & Lie, L. D. J. (2020). Dampak pandemi terhadap mobilitas manusia di Asia Tenggara. Jurnal
Ilmiah Hubungan Internasional, 75-83.

Yunus, N. R., & Rezki, A. (2020). Kebijakan pemberlakuan lock down sebagai antisipasi penyebaran corona
virus Covid-19. Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 7(3), 227-238.

Journal homepage: https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi


http://repository.ugr.ac.id:1015/1177/

